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ABSTRAK

Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai batas minimum perkawinan diatur
dalam Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di
dalamnya disebutkan_bakwa plhak pria dan wanita akus sama-sama mencapai usia
19 tahun. Jika 1 o anak untuk menikah

ig ‘ﬁl 0 an dispensasi kawin
yang dil ‘h m““h‘%mm a’& . F; Mahli(amah

Agung "‘I’En

ana pelaksanaan
3angkinang serta

pengajuan :
glaksanaan pengajuan

bagaimana
perkara disf

ukum  observasi
(Observati , ersifat Deskri (halft ATaBipengumpulan data
dalam penelit)é a0z i ob asi, wa kepustakaan yang
berkenaan enurut Peraturan
Mahkamah Pengadilan Agama
Bangkinang.

pengajuan perkara
n secara elektronik
hui 2019 dalam hal kedua
leh PERMA tersebut,
a dibawah umur juga

melalui apllka :
orang tua telah
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ABSTRACT

In Indonesian law, the rules regarding the minimum limit for marriage are
regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning
Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in which it is stated
that men and women gaist both reach the age of 19 . If there is an urgent matter
that requires a cli DAL ile_he gpough, then it must be

%‘ .ll g anted, by ‘ gllow up on this, the
- EEM“%‘Q‘M m.@‘ g pHané?ing’;trc])f
(4

for a marriage
0 review Perma

ation (Observational

research), in this study was
through ob to the Filing of
Marriage D glation Number 5 of
2019 at the

dispensation §Gasghe z {: sestbmitted electronically
through the e icags ‘ " no. 5 of 2019 in
the event that 9@ pialli fill what is meant by
the PERMA, & Shar s and wives who are
both underage,
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

atur di dalam ketentuan

‘ “‘““‘ .9' g Perkawinan,

? al seorang pria
=
E el Nomor 1 Tahun
= .
& E’ g-undangan lain
E <3 ompilasi Hukum
£ 3
. :
- B, ahun 1974 adalah
o a g.
g =3 ebagai suami isteri
s =
[ - .
E f ang pahagia dan kekal
7 %—” sy Islam bertujuan
o=
-
E —! igally mawaddah, warahmah.
;
E . dalam membentuk keluarga
E n yang sah sesuai yang telah
=

diamanatkan oleh Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 dimana negara menjamin

kepada tiap-tiap warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga?.

! pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2 Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”.
Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 6 No. 1, 2017: him. 135.
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Sebagai salah satu bentuk ajaran Islam, segala ketentuan mengenai

perkawinan juga dibahas di dalam kajian Figh Munakahat. Ayat-ayat tentang

pernikahan dalam Al-Qur’an terdapat 23 ayat. Tetapi tidak ada satupun ayat yang

wanita mencapai usia 16 tahun® MesKipun ketentuan ini sering menuai kontroversi

terutama sejak adanya Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

3 Achmad Asrori, Tesis:”Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam
Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”, Pascasarjana |AIN Raden Intan, Lampung, 2015: him.
808.

* Ibid

° Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa mereka yang
berusia di bawah 18 tahun masuk ke dalam kategori anak-anak, namun aturan ini

sudah diberlaku kan sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan tersebut pada

tahun 1974.

nan hanya boleh
ditetapkan dalam
suami sekurang-
ekurang-kurangnya

74/PUU-XI11/2014 yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada intinya

menolak permohonan para Pemohon.

6 Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

7 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XI1/2014. Salinan putusan tentang
permohonan uji materi pertama terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, (Jakarta), 1-2.
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Dua tahun berselang setelah Putusan Nomor 30-74/PUU-XI11/2014 Mahkamah
Konstitusi itu dikeluarkan, pasal yang berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan

kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi serta dimohonkan kembali untuk uji materi

dan terdaftar deng U-XV Quji materi ini diajukan

S

7 ayat (1) a lahirlah putusan

Mahkamah 2018 yang pada

salah satu amar

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut hanya terdiri dari 2 pasal.

8 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salinan putusan tentang permohonan
uji materi kedua terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
(Jakarta), 1.

° Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salinan putusan tentang permohonan
uji materi kedua terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
(Jakarta), 57-58.
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Pasal | mengenai beberapa ketentuan yang diubah di dalam Pasal 7 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimum menikah dan penyimpangan

terhadap usia minimum tersebut serta Pasal 11 yang berisikan tentang pemberlakuan

" Jahun 1974 tentang
[ denga@tentuan  Undang-
g Perubahan atas
lahir, permasalahan
secara nyata telah

hal ini Pengadilan

tahun 1974.
Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya memberikan
ketentuan baru mengenai batas usia minimum menikah sebagaimana diatur di dalam

Pasal 7 ayat (1) tetapi juga mengatur bagaimana jika terjadi penyimpangan terhadap

10 pasal 65A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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ketentuan umur tersebut yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4). Jika dahulu di
dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa

batas usia minimum untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita

6 Tahun 2019 ini batas

inimum menikah,

19 tahun ingin
melangsung dak nikah kepada
Kantor Urus persyaratan sesuai

ketentuan Pe

A R

SN2
QD
[
®]
[
=}
s
QD
>
g
O
(¢v]
c
S

2019 tanggal 30
September 20

memenuhi kete

1
QD
>

«
—
o
QD
=
o
<]
—
c
=
=3
@D
=

Undang-undang na alaf enikah dengan alasan yang

solusi yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada orangtua pihak yang belum

cukup umur tersebut untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin kepada

1 pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

12 pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

13 peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
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Pengadilan. Pada akhirnya Pengadilanlah yang akan menentukan apakah pihak yang

belum cukup umur tersebut dapat diizinkan atau diberi dispensasi untuk menikah atau

tidak.

dan pihakn¥e i da 3 sebagai lawan.
Perkara j anya bertujuar 1 Ldhal agar diberikan

kelegalan adilan  mer ] tusannya bersifat

dengan yurisdiksi voluntair”
Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali menegaskan

14 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, him 29.
15 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
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bahwa Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)

berwenang menangani perkara Dispensasi Kawin jika terjadi penyimpangan

mengenai ketentuan usia minimal kawin bagi calon pengantin sebagaimana telah

Agung Republik
ember 2019 yang

merupakan pedéman bag _‘E A penga N dalam mengadili

sebagai berikut’:
1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang

Tua.

16 https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi diakses tanggal 27 Februari 2021.
7 Pasal 6 ayat 1 sampai 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan
Perkara Dispensasi kawin.
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2. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap
diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki

kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.

3. Dalam hal ia atau tidak diketahui

ah satu Orang

4. kekuasannya
atau 51 Kawin diajukan
oleh

5. Dalam uasa berdasarkan
surat k

da hakikatnya yang
berhak untu ua dari anak yang
belum cukup sail ertentu sebagaimana
disebut lebih la sa dipindahkan kepada
pihak lain. Dalam ua dimaksud adalah kedua
orang tua (ayah dan ibu) s hidup, diketahui keberadaannya

dan tidak dicabut kekuasaannya. Bahkan jika kedua orangtua telah bercerai, mereka
tetap harus mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang belum

cukup umur tersebut secara bersama-sama sebagai Pemohon | dan Pemohon Il

18 pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
Dispensasi kawin.
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kecuali apabila salah satu dari mereka telah memiliki kuasa asuh terhadap anak
berdasarkan putusan Pengadilan®.

Pasal 7 mengatur tentang perbedaan agama antara orang tua dan anak

sedangkan Pasal 8 102 ptan diSises : a di bawah umur. Pasal

diajukan ke
Pasaliof A Nom ] ' apfPerkara Dispensasi
Kawin men

1. Permo . " ENSE AW 1ka gpalla Pengadilan yang

Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.

19 pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
Dispensasi kawin.
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4. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam

register, setelah membayar panjar biaya perkara.

. Pemohon JRg 18 A& at e 1z permohonan  (prodeo).

tentang beberapah isite 3 arnya juga telah

diatur dalafmgepe . c gSE peradilan, syarat

baik pasca perceraian, sedangkan orang tua yang akan mengajukan Permohonan
Dispensasi Kawin ini tidak memiliki hak asuh secara sah atas anak tersebut
berdasarkan putusan Pengadilan.

Begitu pula bagi seorang anak yang belum cukup umur untuk menikah dengan

latar belakang perbedaan agama dengan kedua orang tuanya, juga akan memiliki

11
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potensi besar untuk tidak direstui orang tuanya yang akan berakibat tidak bersedianya

kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya untuk mengajukan Permohonan

Dispensasi Kawin bagi anak tersebut.

secara tegas.ape lua calon )a S padftarkan perkaranya

masing-mas

yang sama dan juga mereka akan terlibat penuh dalam perkara tersebut.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas,

penulis tertarik untuk meneliti dua aspek pengajuan perkara dispensasi kawin di

20 Berdasarkan wawancara awal pra survey penelitian mengenai dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Bangkinang tanggal 16 Maret 2021.

12



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Pengadilan Agama Bangkinang, yaitu pengajuan perkara dispensasi kawin dalam hal
kedua orang tua bercerai dan pengajuan perkara dispensasi kawin dalam hal calon

suami dan calon istri masih di bawah umur. Penulis akan menuangkan hasil

MENURUT

DI KASUS DI

yang salah at@smis | \ ketengal ako dastiyang diberikan juga

akan salah* SBeptlas ) : . 't pghulis uraikan, maka

1. i ela : : i kawin di Pengadilan

pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

2L Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika,
Jakarta, 2015.
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C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian agar terarah serta mengenai sasarannya, maka harus

r 5 tahun 2019

in di Pengadilan

dapat memberikan

hukum, Kkhususnya

perkuliahannya.
c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul dan
bagaimana solusi hukum dan penyelesaian masalah dalam pengajuan

Dispensasi Kawin tersebut.

14
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D.

Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

diartikan dengan

nikah, melakukan

it dengan an-nikh
pun defenisi nikah

berbagai rumusan

wanita untuk me aSangan @mi  isteri menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarsono

dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia yang mengatakan: Dewasa ini

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, him. 398.

2 |bid., him. 399.

24 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cita Media Pres, Jakarta, tt, him. 344.

% Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, him.
43.
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kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada

prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam

menarik akar kata saja®.

‘ pernikahan), dapat pula
“‘ .9" di Indonesia
1 Tahun 1974

flin 1991 Tentang

la dengan seorang
keluarga (rumah

ang Maha Esa?.

Sejalan dengan defenisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan sejatinya adalah untuk

26 Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 36.

27 Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta, 2014, him. 338.

28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Jakarta, 2019.
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membentuk keluarga yang kekal dan bahagia®. Maka dari itu, suami isteri
perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadian guna mencapai rumah tangga bahagia tersebut.

Islam adalah untuk

dengan pendapat

ECE Y

memenuhi lima

Aawnaky

upaya untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tersebut dengan

mengikuti Kursus Perkawinan yang merupakan salah satu usaha preventif

29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

%0 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2017, him. 14.

81 Khoiruddin Nasution, “Tujuan Hukum Perkawinan Tercapai Dengan Interpretasi Multidisipliner”.
Dalam Varia Peradilan No.364, 2016, him. 21.
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untuk memberikan pengetahuan dan skill kepada calon suami dan isteri dalam
mengarungi kehidupan rumah tangga. Kursus Perkawinan ini dinilai penting

karena permasalahan keluarga dapat muncul diakibatkan minimnya

menyelesaikan masalah

I TEEN R

mendapat izin dari orang tuanya.

3) Seorang pria dan wanita hanya diizinkan menikah jika sudah mencapai

umur 19 tahun.

32 Khoiruddin Nasution, “Usaha Preventif Menyelesaikan Masalah Keluarga: Telaah Teks Peraturan
Kursus Perkawinan”, Varia Peradilan N0.376, 2017, him. 49.
33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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4) Dalam hal seorang pria atau wanita yang ingin menikah dan belum

mencapai umur 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Umum maupun Pengadilan Agama yang berwenang.

5) Seorag W perkawinan jika diantara

‘ ‘ !‘p!“‘ .&G atau hubungan

Di dalam perkawinan Nl hak dan kewajiban suami adalah seimbang
dengan hak dan kewajiban isteri baik dalam kehidupan berumah tangga

maupun dalam pergaulan hidup di masyarakat®. Suami dan isteri sama-sama

34 Qs. An-Nisa’ ayat 34.
35 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
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memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab

untuk menjaga rumah tangganya dari perbuatan yang melanggar hukum.

Sedangkan pada kenyataannya, persoalan krusial yang banyak ditemukan

sy,

saling mencintai,

AR

bathin antara satu
emberikan segala
puannya dan isteri

ya¥’. Selain itu jika

AERAEY

An), suami dan isteri

a. Pengertian Dispensasi Kaw

% Mahmud Arif, “Keadilan Gender dalam Perspektif Mahmud Syaltut”, Jurnal Ilmu Syariah Asy-
Syir’ah, vol.35, No. 11, 2001, him. 45.
37https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga.
Diakses tanggal 5 Maret 2021.

38 https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-orang-tua-pada-anak-dalam-islam/ diakses tanggal 5
Maret 2021.
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Dispensasi (dispensatie) adalah pengecualian dari aturan secara umum
untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan

atau kewajiban mengenai pemberlakuan suatu aturan®*. Dan kata kawin

jatan yang dimaksudkan

0 d\/\ inai ‘
; 13 3 ) bt 18

Y

wal

mRAENANS

% Nk

n 1974 Tentang

16 Tahun 2019

an pemberian izin
alon pengantin yang

untuk menikah oleh

<k
e
=2
=)
w
L.
D
=y
=
o
@
S
Q
D
S

oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin karena belum cukup umur

untuk melangsungkan perkawinan®.

39 https://kbbi.web.id/dispensasi diakses tanggal 5 Maret 2021.
40 Konsideran Huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.
41 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, him. 14.
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b. Kewenangan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin
Kewenangan penanganan perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Agama sudah ada sejak diberlakukannya Undang-

0_Dag @ pdang Nomor 16 Tahun
LS
AR ) e@ gadilan Agama,
i a 1989 Tentang
fda pengadilan di
pdkum acara perdata
kum acara khusus
lainnya*,

)mor 3 Tahun 2006

ksa, memutus, dan
orang-orang yang

shadagah; dan

ekonomi syari’ah.”

—STQho oo o
Q

42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
43 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan.
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Peradilan Agama dibentuk adalah setelah Indonesia merdeka,
pemerintah membentuk Peradilan Agama untuk selain Jawa-Madura dan

Kalimantan Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957%.

Akan tet' diatur tentang Hukum

‘ ‘ !!u“‘ .0“ aikan perkara.

.=
oy
D
=
O
D
o
QD
QD
>
~—~+
QD
-
QD

pada Pengadilan
| yang telah diatur

g menjelaskan tata

o
@D
>
~—
=

1:2‘\'5}“%\ ARAE

4 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Figh al-Qhada, Rajawali Pers,
Jakarta, 2012, him. 1-2.

4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cetakan 3,
Kencana, Jakarta, 2015, him. 6-9.

%6 Ibid., him.
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Pembatalan Perkawinan, 1zin Poligami, Penetapan Wali Adhol, dan Sengketa
Harta Bersama dalam Perkawinan®’.

Sebagaimana yang diatur pula dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019

ahwa proses mengadili

1;\‘ 0a 6

sebagai batdsg 2 C ] did ;. tidak terjadi salah
penafsiran atal ekelirua g iS - _@‘ didalamnya. Maka

dengan ini pe A meniels engenal_hatasa idul yang digunakan
1. Pelaksanaan Satlale g aksaflakan suatu rancangan,

dari sebuah rencana 2 secara matang dan terperinci,

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap®.

47 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama Cetakan 1, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1996, him 201-203.

48 Konsideran Huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.
49 http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating, diakses
tanggal 10 Februari 2021.
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Pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai aktifitas atau usaha-usaha untuk
melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan mulai dari bagaimana cara

yang harus dilakukan, siapa yang dapat melaksanakan, dan kegiatan tindak lanjut

b
2
ie]
=,
D
3
D
[
e
<
>

o=
3
g
3.
=)
3
)

wanita
perkaw
Tahun 1
pihak

kanlah perubahan

or 16 Tahun 2019

LN ANt

2

N
o
—
O
b}
o
=
jab)
=
©
@D
=
2
c
=
Q
>

dalam peraturan sebelumnya tidak diatur secara tegas dan rinci sehingga
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan.

%0 Kamus Besar Bahasa Indonesia “arti pengajuan” https://kbbi.web.id/aju. Diakses 18 Februari 2021.
51 pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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5. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu

kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan

Presiden®. alah Pengadilan Agama

il ‘.R-s‘h\“ '8@

gntuk memperoleh

stematis. Metode
Wemperoleh jawaban
data yang akurat
dalam penel

sebagai berikut :

1.

kelapangan mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.
Penulis memperoleh informasi dari responden dengan melakukan wawancara

secara langsung. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan

52 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama. diakses tanggal 5 Maret 2021.
53 Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, UIR Press, Jakarta, 2017, him.14.
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masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum positif
dan pengaruh pelaksanaannya terhadap masyarakat.

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu

hubungan yang terjadi

\\“ .&a wlis. Penelitian

terjadi.

Lokasi Pe

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi

Kawin.

5 Thamrin, Metode Penelitian, Sari Kuliah, Pekanbaru, 1996.
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3.

Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan subjek yang menjadi pusat perhatian,

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka
penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari

keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, him. 98
% Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik), RajaGrafindo Persada, Depok,
2018, him. 231.
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dapat mewakili keseluruhan populasi yang menjadi sampel dalam penelitian

ini. Metode yang penulis gunakan dalam menentukan sampel adalah metode

Sensus dan Purposive Sampling, karena penulis menetukan pengambilan

AR AL 5 R

B

w

dalam hal calo
dan calon istri
sama di bawah umur

Ket

Purposive
Sampling

Sensus

Sensus

Purposive
Sampling

Sensus

JUMLAH

23

10

Sumber: Penelitian lapangan setelah diolah tahun 2020.

57 Syafrinaldi, op.cit., him 18.
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4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan / diperoleh secara

2\ mendukung data
n, buku literature,

penelitian guna

SeaR | ANIEY

SR
D 2 |
C)
Q
=
~—+
3
D
=
[
8
=)
(@]
=)

A,

diperluka

gunakan . S ‘perfingsi untuk mendukung

Alat pengumpulan data yang mana digunakan di dalam suatu penelitian

hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum
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yang akan dilakukan®. Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam
penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :
a. Observasi

rangka

dap objek yang

c.  Studi Kepustakaan
Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2015, him. 66.
%9 Syafrinaldi, op.cit., hIm 19.
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6. Analisis Data
Setelah data-data didapat, diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap,

baik itu data primer, sekunder, maupun tersier, kemudian seluruh data tersebut

pokok. Kemudian akan
an Perundang-
ku, teori-teori
penelitian ini.
diperoleh dalam
san masalah guna

agi penulis untuk

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

60 Suteki, Metodologi Penelitian......, op.cit
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan ut Hukum Islam

Balah perkawinan

untuk memahami

a. a jelas identi N dz aflyang lainnya, baik

Antara keduanya tidak terlarang Melangsungkan perkawinan.
d. Kedua belah-pihak telah setuju untuk melaksanakan perkawinan dan setuju pula

dengan pihak yang akan mengawinkannya. lzin dan persetujuan dari kedua

61 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2009, him. 64-66
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pihak yang akan melangsungkan perkawinan dibicarakan panjang lebar dalam
kitab-kitab figh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Quran tidak

menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang

kecuali setelah ia

a bentuk izinnya?

slim yang artinya

pandingkan dengan

izinnya itu adalah

sedangkan perempuan yang masih kecil harus dimintai izinnya.”
Berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tersebut, ulama

sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari wanita yang dikawinkan bila

62 Hadist Riwayat Abu Hurairah R.A
83 Hadist Riwayat Ibnu Abbas R.A
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telah menjanda dan izin itu harus disampaikan secara terang. Sedangkan

terhadap wanita yang masih kecil atau masih perawan, para ulama berbeda

pandangan mengenai bentuk izin dan persetujuan itu meskipun secara tidak

seorang pria mengawini seorang wanita yang masih kecil, kemudian si istri
disusukan oleh ibu si suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya.®*
Ungkapan di atas menunjukkan bahwa si istri berumur dua tahun ke

bawah, karena susuan yang menyebabkan hukum haram itu ialah bila

& 1bid
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berlangsung selagi yang menyusu masih berumur dua tahun atau kurang. Hal
ini berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih

bayi. Kebolehan ini dikarenakan oleh tidak adanya ayat al-Quran secara jelas

‘A %)

@
w
o
g

Terkait dengan syarat tentang usia perkawinan di atas, dapat dinyatakan
bahwa meskipun ketentuan usia secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-

Quran atau hadits Nabi Muhammad SAW, namun terdapat beberapa ayat al-

6 1bid
% 1bid
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Quran yang mengisyaratkan ketentuan usia tertentu, antara lain terdapat dalam

surah an-Nisaa ayat (6) sebagai berikut®;

V5 Tailisal agil) 13aE0E 1A agis Sl 4 A I A e N

ﬂf ur untuk kawin,
all cerdas (pandai
B8ka harta-hartanya,
lebih dari batas
embelanjakannya)
dra pemelihara itu)
makan harta anak
olehlah ia makan
amu menyerahkan
ndakan saksi-saksi

alaih yang artinya berbun perikut; wahai para pemuda siapa di
antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka
kawinlah. Hadits ini mengandung maksud bahwa untuk melangsungkan

perkawinan diperlukan kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan

67Q.S. An-Nisaa’ Ayat 6

37



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

persiapan untuk melangsungkan perkawinan hanya dapat terjadi pada diri orang
yang sudah dewasa.®

Perkawinan sebagai peristiwa hukum, dalam pandangan hukum Islam juga

persetujUay

Da um - Islam, ke apg sebagai peristiwa

hak milik istri dari calon suami, maka calon suami membutuhkan kerja ekstra.

Artinya, seorang calon suami berkewajiban untuk menyediakan mahar untuk

8 Ibid
8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 1-1V), Jakarta, 1996, hlm. 1042. Dalam buku
karya Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Hidayakarya Agung, Jakarta, 1956, him. 81.
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diberikan kepada calon istri ketika melaksanakan agad sebagai konsekuensi logis
dan wujud dari kemampuan material.

Kedudukan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam bersifat

enyerahkan semua
mahar dapat gugur

akan tetapi, usia

revisi UU Perkawinan di Indonesia.

0 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan
Negara-negara Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, him. 123

"1 Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit., him. 1045

2 peunch Daly, Op. Cit., him. 326
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B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin Menurut Hukum
Perkawinan Indonesia.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu

lahir se

Menteri konsep RUU

Perkawi menjadi Undang-

SeARNARARN

—
o
3
D
=
—
o
QD
Py
QD
>
wn
QD
~—
<

Undang

Bab I11: Pencegahan Perkaw
Bab IV: Batalnya Perkawinan,
Bab V: Perjanjian Perkawinan,

Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami-istri,

3 Mark Cammack, Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde baru, dalam Sudirman Teba (ed)
Perkembangan Terakhir Hukum Islam Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan
Pengkodifikasiannya, Mizan, Bandung, 1993, him. 28.

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan,

Bab VIII: Putusnya Perkawinan serta Akibatnya,
Bab IX: Kedudukan Anak,
Bab X: Hak dan

Perkawinan itu,

encapai umur 21
a dan pasal 7 ayat
la sudah mencapai
encapai umur 16

ukan syarat-syarat

AEREL:

J-undang Nomor 16

makna sebagai conditio sine qua non atau suatu keadaan yang harus terjadi

sedemikian rupa (mutlak) bagi pelaksanaan perkawinan’. Keseluruhan isi bab dan

7> Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

6 pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 16 tahun 2019

" Ibid
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pasal UU Perkawinan itu, ketentuan usia perkawinan yang terletak pada bab II
dapat atau bahkan harus melandasi pelaksanaan bab dan pasal setelahnya.
Secara yuridis, eksistensi atau keberadaan pasal 7, yaitu bahwa ketentuan

usia harus meg ‘ ilan pria dan wanita dapat

o

1 d eminta dispensasi

gi@rang tua pihak pria
Lias mengenai keadaan
) ayat (3) dan (4)

Perkawinan”, yaitu Bab [. BaH t dasar maupun tujuan perkawinan

disebutkan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi;

78 Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9 Sjamsu Alam, usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi

pengembangan hukum perkawinan indonesia, Disertasi Doktoral Filsafat UGM, Jogjakarta, 2011, him.
178.
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“Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

; “Penjelasan

kketentuan usia

KHI di Indones almana 3 iga bagian buku,

yaitu®;

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal
7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya
berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”, dan ayat
(2) berbunyi; “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

80 1hid
81 Pasal 15 ayat (1) KHI Buku | Bagian Kedua tentang Calon Mempelai
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mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)
UU No.1 tahun 1974”.

Keterkaitan pasal 7 dan pasal 6 ayat (2), sebagaimana disebutkan secara
uridis tidak mencerminkan

eksplisit dalam pasal d&,ayat (1) dan (2) KHI, secang

adanya prinsig | penting ketentuan

jukan melalui

|\ \=4

] Perkawinan itu

en dengan tujuan
a konsistensi logis

ya ketentuan usia

AL

n suami-istri yang

ﬂ" an. Pemikiran yang

A pihak pria maupun

yang tegas.®

. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

1. Kedudukan Perma Dalam Peraturan Perundang-undangan

8 1bid
8 1bid
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Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa
disebut sub ordinate legislations dianggap memegang peranan yang sangat penting

dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara

hukum modern® € mbaga perwakilan rakyat

\\‘ .9 &

dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang

lainnya tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun

8 1bid
& Ibid
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kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh
lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.®

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan

apabila terc al ye 2|ul angsundang ini”. Dari
penjelasan P@ga Jang-Undang Mahkama afdakan apabila dalam
jalannya pe

Mahkamah Agu N : ‘ lefipkap untuk mengisi

peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya

merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

8 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 270.
87 Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2001, him. 31.
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Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan
melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya

dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun

yaitu; SurabiE hkan . ntuk edaran dari
pimpinan : Agung ke sel ' adifansangllisinya merupakan
bimbingan
yang kedua$éda 3 AMa ; .” aitu suatu bentuk

peraturan darig ah A ﬁ peradilan tertentu

dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama,
pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk
mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan

kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA.

8 1bid. him. 144
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Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa
MA dan lembaga peradilannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut.

Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama.®

yenang untuk menguji

““““ ." dipegang oleh

pada pentingnya
ndang Nomor 12
n, di mana Perma
maka proses

uk terlibat. Kedua,

yang mengaturnya. Apabila kondisi Kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu

singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa

8 Ibid
% Nur Sholikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), RechtsVinding 07
Februari 2017
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dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih
lama.*

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi

pengaturan, terds asuk adanya tunggakan

“‘“M“‘ .’; 3, selama ini

PERtama pendekatan
i RUU Hukum
Acara ataulpe 3 : PERMA. Kedua,
pendekatan el ur g ent. PE M : géngisi kekosongan

L ’ o
atau kekurafg | kan sebagai | e atasikendala tunggakan

sekarang, sebab nilai uang yang tercantum dalam KUHP tersebut belum pernah

disesuaikan lagi dengan nilai uang sekarang. Dalam prakteknya, dibuatnya suatu

%1 Ibid
92 Henry Pandapotan Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan, Liberty, Yogyakarta,
2005, him.35.
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PERMA dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan Mahkamah Agung, Komisi
Hukum DPR dan utusan instansi lainnya.*

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang

ang-undangan. Terlebih

‘\“ .’ @ tentang

di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, dalam arti

PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi lebih

% Ibid

% Ronald S. Lumbuun, PERMA RI, (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud
Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him.
30.

50



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari
keadilan).®

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-

delegated legeslations”

;m ‘ “!““‘ .@a iscbut sebagai

@rena itu peraturan

au peraturan yang

kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan
PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk rechtsbeoefening (pengembangan

hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan

% Ibid
% Jimly Assiddigie, Perihal Undang-Undang......, Op.Cit. him. 194,
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berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi

serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang

mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga
efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya

ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

9 H.M Fauzan, Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia
Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hIm.vii.
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.®®

Namun perlu diingat bahwa PERMA RI bukanlah satu-satunya jalan di

dalam mengisi k gan hukum acara yang

‘ ‘ “‘l“‘ .96 haga peradilan

procedure) : atu e - dengs E 3 ketika mengadili
perkara seje al in ena yal affhukum acara yang
mengatur, sedangkan™ i\ Jafperadilan tertinggi

bersikap pasifiga abiar kondisi se i P cara terus menerus.

Hakim akan dep@oa indung sladependensi kekuasaan

kehakiman” Betitiak dapat dimintai
<

pertangungjawaban.

Dalam hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 1
tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun

2019 telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah

% Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali
Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 173
% Ronald S. Lumbuun, PERMARI......, Op.Cit., him. 74
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memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia
perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun

bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat

dilaksanakan ap e ispensasi  kawin sesuai

wet 0y )

Tahun 201 ' : ange : ONa ensasi  Kawin.
8 dan diundangkan

pada tangga NO ' akukan bagi segenap

100 pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
O%https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository& Itemid=46&func=fileinfo&i
d=8395
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bahwa tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin
adalah untuk'® :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan

Fotokopi KTP kedua orang tua/walli;
3. Fotokopi Kartu Keluarga

4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;

102 pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019
103 pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, huruf a sampai e
104 pasal 5 ayat 1 huruf a sampai f PERMA Nomor 5 Tahun 2019
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5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon
suami/isteri; dan ;

6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih

sekolah dari se

oleh Wali Anak.
5. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan

surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

105 Pasal 6 ayat 1 sampai 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019
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Dari ketentuan Pasal 6 tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya yang
berhak untuk mengajukan Dispensasi Kawin hanyalah orang tua dari anak yang

belum cukup umur tersebut'®, kecuali dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana

disebut lebih lanj Risa dipindahkan kepada

pihak lai ‘ ‘ !“““ .9$ g adalah kedua

tetap harusipne DEFmMa nya yang belum

cukup umuiy te secara. bers: al dan Pemohon 11

kecuali apabifs reka - te . & @suh terhadap anak
o

berdasarka

ang tua dan anak

bawah umur. Pasal

7 mengatur ba ( apat, pe antdre orang tua dan anak

106 pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
Dispensasi kawin.

107 pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
Dispensasi kawin.

108 pasal 7 dan 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019
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Pasal 9 Perma No. 5 tahun 2019 mengatur 5 hal tentang administrasi'®, yaitu:
1. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.

2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan

4. yarat sebagaimana
n didaftar dalam

5. tida ap3 ﬁ bhonan  (prodeo).
ya hanya mengatur

tentang beberap g sebenarnya juga telah
diatur dalam perat ompetensi peradilan, syarat

Pada Perma 5 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 juga mengatur

tentang klasifikasi hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yaitu'**:

109 pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019
110 pasal 9 ayat 1 sampai 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019
111 pasal 20 huruf a dan b PERMA Nomor 5 tahun 2019
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1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai
Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan

Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak

), Hakim dapat

yang terletak di Kota Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten
Kampar pindah dari Pekanbaru ke bangkinang dengan Bupati pertama yang menjabat

adalah Kolonel R. Soebrantas.

112 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
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Ketua Pengadilan Agama yang pertama dirangkap oleh Ketua Pengadilan
Agama Pekanbaru yaitu Bapak K.H. Abd. Malik. Pada awal berdirinya Pengadilan

Agama Bangkinang ini tidak memiliki kantor yang permanen, sehingga dalam

pelaksanaan tugas : an Agama.Bé na gberapa kali mengalami
w)
. Bai o

2 ke p.adalah dengan

mud Marzuki,

Sosial, sedang 2NQ: aend@ juga merupakan
Ketua Pen
Bangkinan

Pada tahun 1 yadilan / ar angk desdindah kantor untuk

sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten
Kampar sampai tahun 2006. Setelah perluasan kantor Pengadilan Agama Bangkinang
rampung dikerjakan, selanjutnya Pengadilan Agama Bangkinang berkantor kembali

di Jalan Sudirman. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor

113 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
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Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari
Mahkamah Agung dan selama renovasi berlangsung Pengadilan Agama Bangkinang

berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Setelah renovasi selesai

kantor di Jalan Jendral

Agama Bangkinaig - Ua_téfpa adanya ketua yang
defenitif'®.

Demi lancarnya dan administrasi umum pada
Pengadilan Agama Bangkinang, wakil ketua dibantu oleh
Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian

sebanyak 6 (enam) kali. Tepat pada tanggal 28 Desember 2015 terjadi pemisahan

114 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
115 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
118 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
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jabatan antara Panitera dan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh 1 (satu) orang
selanjutnya dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus

administrasi perkara dan Sekretaris bertanggungjawab dalam administrasi umum*.

Seiring e lun Pengadilan Agama

“Q\\\“ .Qg emiliki gedung

yang semula adalah kelas Il (dua) menjadi kelas | (satu)™®. Usaha ini berhasil dengan
diterbitnya surat keputusan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

002/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah

17 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
118 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
119 http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 28 Juli 2021.
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diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kala itu dijabat
oleh Drs. H. Mukhsin Asyrof pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itu pula lah
segala hal yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi

Pengadilan Agarg S 1B

peradilan lain itus nya sendiri setelah
diundangkannya Ié 39 MKedudukan ini semakin
kukuh dan mantap @ .‘ . .ﬁ' Indang-undang Dasar 1945,

dimana dalam Pasal 24 ayat 811 amandemen ketiga) jo. Pasal 18
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan®?:

120 hitp://www. pa-luwuk.net/arsip-artikel/261-eksitensi-dan-kewenangan-peradilan-agama-di-era-
reformasi.html diakses tanggal 29 Juli 2021.

121 pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.
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“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pengadilan Ag

a Bangkinang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

Perkara ya
Pasal 49 an atas Undang-

undang Nomeg alz i 551 @ihan, waris, wasiat,

akiman Pengadilan
Agama mempu
a. Menerima,
b. Memeriksa,
c. Memutus, dan

d. Menyelesaikan perkara

122 pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989.
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Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena di dalam dunia

peradilan kita menganut asas bahwa “hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang

diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada hukum yang mengaturnya”.

Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi
Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah,
Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.

123 pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan.
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4. Fungsi Pengadilan
Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka

Pengadilan Agama mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut*:

1. Fungsi e eriksa  dan  mengadili

‘ ‘ \m‘-\‘“‘ .&@ ma pada tingkat

hakim juga harus

berseteru itu dapat

keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna
mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi

peradilan.

124 https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/ diakses tanggal 30 Juli 2021.
125 peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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6. Fungsi Lainnya'®:

(a) Pelayanan Penyuluhan Hukum, pelayanan riset atau penelitian dan

sebagainya.

b. Kecamatan Kampar terdiri dari'1 kelurahan dan 18 desa,
c. Kecamatan Tambang terdiri dari 17 desa,

d. Kecamatan Kuok terdiri dari 9 desa,

126 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/11/1991.
127 |_aporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 2020 Pengadilan Agama Bangkinang hal. iv.
128 |bid, hal. 4.
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. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 2 kelurahan dan 9 desa,

. Kecamatan Salo terdiri dari 7 desa,

. Kecamatan Kampar Utara terdiri dari 8 desa,
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7. Struktur Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

KETUA

DRS. H. RUDI HARTONGO, S.H.
IP: 19680414.199403.1.00
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

produk.

Sejak tahun 2018 dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun
2018 tentang peradilan elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2019, pelayanan perkara tidak lagi terikat dengan PTSP. Para

129 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta, Ditjen Badan Peradilan
Agama, 2013.
130 Ibid, him. 1
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pencari keadilan cukup menggunakan komputer atau smart phone untuk berperkara di
Pengadilan, mulai dari pendaftaran sampai sidang akhir pembacaan putusan.**

Di Pengadilan Agama Bangkinang telah banyak masyarakat memanfaatkan

sistem e-court d

penetapan hari sidang

e.  Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

181 PERMA Nomor 1 tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektonik, ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan diundangkan tanggal 8 Agustus 2019

132 panitera PA Bangkinang, Wawancara 7 juli 2021

133 Buku Panduan E-court, Jakarta, Mahkamah Agung, 2019, him. 7
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f. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftarg s ine d aplik ¢ ntuk saat ini baru dibuka

Berdasart Vawa 3 nulis 12 de afd responden, bahwa
pendaftaran $e A sece ine melal pli , [ miliki keuntungan
sebagai beri

a.

b. \ ang, dap lagisaluran multi channel

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan

SKUM vyang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses

134 1bid
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generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang
telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang

juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar

ita dan penetapan

PTSP selanjutnya
ara  kepada ketua
an perkara. Setelah
an kepada panitera

2 menunjuk panitera

‘@.

4. Pemanggilan Elektronik

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang

pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan

135 Arni Gusnita (petugas PTSP), wawancara tanggal 5 Juli 2021
136 panitera, Loc. Cit
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kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan
ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat

untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir

pada persidanga pakah setuju dipanggilan

‘ ‘ !m““ .&' ipanggil secara

Aplike . 10a menduk Jall secara elektronik

sehingga da
Kesimpulan
dan para pif@a ' , dik@renakan tidak ada

jawaban,

i o‘@ neng perkara dalam hal kedua
orang tua bercerai serta ca . : stri yang masih di bawah umur.
Dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap
perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019, terdapat
100 perkara pada tahun 2020 dan 31 perkara pada tahun 2021 (dari januari sampai

Mei 2021).

137 | bid
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Tabel 3.1
Laporan Bulanan Pengadilan Agama Bangkinang
Tahun 2020

Jenis Putusan
Dikabulkan Ditolak

Bulan Terima

Januari

perkara dispensasi

kawin dalam . 4 i ' " L il terdapat dua perkara

yaitu perkara  Nomor
81/Pdt.P/2021/PAY am hal calon suami dan
calon istri sama-sama @ perkara (dua pasangan calon)
diajukan oleh orang tua anak™@ a yang berbeda, yaitu perkara nomor

47/Pdt.P/2020/PA.Bkn  dan  48/Pdt.P/2020/PA.Bkn, serta perkara nomor
77/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan 78/Pdt.P/2020/PA.Bkn.
Penjelasan mengenai permasalahan yang terdapat dalam pengajuan perkara

dispensasi kawin yang telah penulis sebutkan di atas akan diuraikan sebagai berikut:
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1. Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Hal Orang Tua
Telah Bercerai

a) Perkara Nomor 169/Pdt./P/2020/PA.Bkn

Perkara Nomor

1. s ika ana Jung ang bernama Anak,

pergi meninggalkan Desa Limau Manis Kecamatan Kampar sejak tahun 2012

berdasarkan surat keterangan Gaib dari Kantor Kepala Desa Limau Manis

138 Widya Astuti wr (Pemohon), wawancara tanggal 8 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas
PTSP dan Panitera dalam wawancara tanggal 8 Juli 2021

139 petugas PTSP, Loc. Cit.

140 pytusan perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon
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Kecamatan Kampar Nomor : 691/KTR/LM-XI1/2020 tanggal 26 November 2020,
sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik

2camatan Kampar

Nomor: B-

balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
Pemohon datang menghadap di persidangan dan menghadirkan anak yang
dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta kedua orang tua kandung calon

suami anak Pemohon tersebut;
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Di persidangan Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon,
calon suami anak Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon

tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan,

belum siapnya oL@ asial maupun psikologis,
serta pQ ‘ ‘ \RW“‘ .0 @ ga. Pernikahan
bagi usia alami : asan, gangguan
disosiatif adi ane g inr maja cenderung
belum ma lendan baik, sehingga
ketika dihad@pks : nflik k@han dini seringkali

menggunakaif J2 ekerasan. Berdasarks | hé oS im menyarankan

proses pernikahan serta siap untuk® menghadapi segala kemungkinan resiko
perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak
Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko

perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin

141 Elidasniwati (Hakim), Wawancara tanggal 6 Juli 2021
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melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala
kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam

mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil

yang padaipokaknya,sama.der g, diberikar per emohon. Hal ini
terjadi k edua Il aRfyang sama guna
menikahkarike naknya : \ka diperlukanlah
keterangan

Sel {ak Ja me jar keterangan s g on yang bernama

siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga

menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

142 Widya Astuti (Pemohon), Loc. Cit
143 pytusan perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn.
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c) Tidak ada seorang pun yang memaksa Anak untuk segera menikah dengan Calon
Suami;

d) Bahwa Anak saat ini berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan

Pemohon yang

bernama O Y pada p nva sal : eterandanitari XX XXX atau

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401020404140009, tanggal 17-04-2014,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kampar;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171110701739003, tanggal 04-

02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
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5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171117003759003, tanggal 30-
03-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171112209999006, tanggal 02-

07-2018, } 3i.0le MeLin 9 . Kampar, Provinsi Riau;

8. 262/2006, tanggal
a Catatan Sipil

9. tanggal
, ependudukan dan

10. asar ,a.n tanggal 21-06-2014,
11. i ljazalrSe wiyalh Ade Rahman, tanggal 10-

Desa Kampung Panjang;

12. Asli  Surat Penolakan darf Kantor Urusan Agama Nomor B-
249/Kua.04.4/15/PW.01/11/2020, tanggal 24-11- 2020 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;
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13. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/SET-1/2020/6047, tanggal 26-

11-2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar, Kabupaten

dinazege udian-d er aludtiberi tanggal dan
dibubuh

engadilan  Agama
Bangkinang erkara ini Pemohon

tidak meng : bt [0 . i #™itahapan, mulai dari

permohonan 2 erakhir«i DedilNgindikasikan bahwa

Yang  bertindak  sebagai Pemohon  dalam  Perkara ~ Nomor
81/Pdt.P/2021/PA.Bkn adalah ibu dari anak yang dimintakan dispensasi nikah. Tidak

dilibatkannya ayah dalam perkara ini dikarenakan ayah dan ibu telah bercerai dan

144 Husnimar (Hakim), wawancara tanggal 8 Juli 2021
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alamat ayah tidak diketahui.'* Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik
melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 09 Juni 2021 dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor

81/Pdt.P/2021/PAdf

menurut ketentuan

ECSS A R ).
3
<

yang berlaku telah

\ 5 )=
|
o
X
°
2,
c
3
=
H
©
&
=
c
=

suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 Tahun lebih

sampai sekarang dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami

145 Suyatmi (Pemohon), wawancara tanggal 8 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP
dan Panitera dalam wawancara tanggal 5 Juli 2021

148 Arni Gusnita (petugas PTSP), wawancara tanggal 5 Juli 2021

147 putusan perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon

85



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

istri hingga anak Pemohon telah hamil 2 Bulan dan serta untuk mengantisipasi
kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila

tidak segera dinikahkan;

gluarga calon suami anak

‘ ‘ Q!g‘@,ﬂ“ .’i ernikahan anak

)
S
—
@
—
[
=
°
=
D
2

mencapai batas

w2 g,

un, karena yang

inya tersebut tidak

a larangan untuk

Wahaag

uk menjadi seorang suami
dan/atau kepala keld A s perpenghasilan  sebagai  seorang
Sekurity/Satpam di PT. Hasrat Tata Jaya dengan gaji sebanyak lebih kurang Rp.
3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan

atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
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Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak yang dimintakan
dispensasi dan calon suaminya serta kedua orang tua kandung calon suami anak

Pemohon tersebut;

mohon, anak Pemohon,

ida ‘ memberi_nasid ‘@
calon s Nak “‘R‘\“ .& S anak Pemohon

bagi usia d

disosiatif (KEPrib E auma psi S_ ANy JRemaja cenderung

belum ma elola 3 engambi ol defigan baik, sehingga

Atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon dan Calon Suami
sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan
sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan
proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko

perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak
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Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko
perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin

melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala

kemungkinan resi \ ki jadi, daa : Aa lebih maksimal dalam
memperkecil

Anak dengan

=
D
~t
QD
=
-~
D
o
c
D
QO
oD
QO
~

~ -
D
3
o
@D
=
-
=
2
@D
Ee]
QD
o
QD

=1
c
<
3
@
=2
=
)
=3

d) Antara anak dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun

sesusuan yang terhalang untuk menikabh;

148 pytusan Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn
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e) Anak dan Calon Suami sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya

masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya

sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

f) Anak sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan
lingkungan rumah dan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adik-adik

atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

149 pytusan perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn.
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Hakim juga mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang

bernama OOOOO yang pada pokoknya sama dengan keterangan dari XXXXX atau

anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atasnya.

Pemohon telah

abupaten Kampar,

WY

11 Mei 2011 An.

ang;

WLRALE

03-2019 An. Wahyu Santoso yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-07112011-0117 tanggal
07-11-2011 An. Endah Nur Cahyati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat

Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
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7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/\V111/1ST/2605/2005 tanggal

14-07-2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil

Kabupaten Kampar;

8. ‘ anggal 02-12-2019 atas
‘ ‘ \\"&\‘ .e @ e [

pala Dinas

9. 18-03-2019 atas

eh Kepala Dinas

10. i Kete an  Putus Se f B:  420/SDN.016-

rkan oleh Kepala

kinang, Kabupaten

11. z engar Aintoso tanggal 13-05-

A Negeri 4 Tapung,

12. i da Pend el IK 1401153112720005, tanggal

28-05-2012 An. Eko Susilo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401154712750002 tanggal 28-
05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi

Riau;
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14. Asli Surat keterangan berbadan sehat Nomor 445/PKM-BKN/ADM-
1/2021/04538 tanggal 02-05-2021 An. Endah Nur Cahyati yang dikeluarkan

oleh Dokter UPTD Puskesmas Bangkinang, Kecamatan Bangkinang,

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT 007/RW 002, Desa
Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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a) Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak

6 (enam) tahun yang lalu;

b) Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan karena Pemohon mau

rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT 007/RW 002, Desa
Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak

kecil;

93



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

b) Benar bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan karena
Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Anak namun ditolak oleh

KUA Kecamatan Bangkinang karena belum cukup umur 19 tahun;

2. : Palam Hal Calon Suami
Dan Calon Ist
a. Perkara ~ Nomor dan Perkara ~ Nomor
48/Pdt.P/2021/PA.Bkn
Mengingat Perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor
48/Pdt.P/2021/PA.Bkn adalah dua perkara dengan kepentingan dan materi yang

sama, maka dalam memaparkan dua perkara ini penulis lebih banyak memaparkan

perkara yang pertama didaftarkan yaitu perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn.
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Perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor
48/Pdt.P/2021/PA.Bkn didaftarkan oleh masing-masing pemohon secara elektronik

melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 24 Maret 2021 dan terdaftar

para Pemohon

1.
tahun ¢
rencana an dilaks : ipall Pegawai Pencatat

Nikah Aoama Ke atam . Ta dalam waktu sedekat

tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon

suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 Tahun lebih

150 Kliwon dan Jumanis, wawancara tanggal 7 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP
dan Panitera dalam wawancara tanggal 5 Juli 2021
151 Pytusan perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bkn. sesuaai dengan surat permohonan Pemohon
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sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, serta

untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul

dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

arga calon suami anak

‘ ‘ “!h“‘ .’a ernikahan anak

mencapai batas

LY

un, karena yang

anaang

Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan

atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
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Para Pemohon hadir semuanya di persidangan dalam dua perkara yang
berbeda dan tentunya dalam dua tahapan persidangan dengan fungsi yang berbeda. Di

satu sisi sebagai pihak pemohon dan di sisi lain sebagai orang tua calon. Begitu juga

-
tanpa mas | S ak 1 da A a atd atau tidak. Kalau
dikaitkan dem ngan sebagaimana
Pasal 2 aya baik jika diajukan

dengan satu

Perkara Nomor

78/Pdt.P/2021/PA.Bkn adalah 0 dengan kepentingan dan materi yang
sama, maka dalam memaparkan dua perkara ini penulis lebih banyak memaparkan

perkara yang pertama didaftarkan yaitu perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn.

152 |bid
153 |bid
154 Elidasniwati (Hakim), wawancara tanggal 6 Juli 2021
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Perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor
78/Pdt.P/2021/PA.Bkn didaftarkan oleh masing-masing pemohon secara elektronik

melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2021 dan terdaftar di

egister perkara Nomor

‘ ‘ ma\“ .&& indak sebagai

para  Pemohon

a Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar dengan Surat penolakan Nomor : B-010/Kua.04.01/6/2021 Tanggal 07

Juni 2021;

155 Kliwon dan Jumanis, wawancara tanggal 7 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP
dan Panitera dalam wawancara tanggal 5 Juli 2021
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3. Pernikahan tersebut dinilai sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak
Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah berkenalan sejak lebih

kurang 1 tahun yang lalu, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut

telah hamil serta sulit

nomor

yang berbeda.

Sebagaimana  perk ] #fIPdL.P/2020/PA.Bkn  dan  nomor
48/Pdt.P/2020/PA.Bkn, dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan nomor
78/Pdt.P/2020/PA.Bkn, hakim dalam hal ini hanya memeriksa perkara yang
ditugaskan kepadanya tanpa masuk dalam diskusi apakah dapat dijadikan satu

perkara atau tidak. Ketika dikaitkan dengan asas persidangan sederhana cepat dan

biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 hakim
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juga bahwa dua perkara tersebut lebih baik jika diajukan dan diperiksa dengan satu
perkara saja.'*®

B. Tinjauan Perma No. 5 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Perkara

salah satu Orang Tua.

1%6 Elidasniwati (hakim), wawancara tanggal 6 Juli 2021
57 Pasal 6 s.d 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin
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d. Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut

kekuasannya  atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan

Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.

oleh kuasa

gsuai peraturan

@ hakikatnya yang
berhak un a dari anak yang
belum cu ersebut’>®, kecua 2 gffentu sebagaimana
disebut lebififlz jala MA ini, ha : 8% dipindahkan kepada
pihak lain. Daldm hal ini ditegaskan [z P dimaksud adalah kedua
orang tua ( gtahui keberadaannya

dan tidak di h bercerai, mereka

Pasal 7 mengatur tentang perbedaan agama antara orang tua dan anak

sedangkan Pasal 8 mengatur tentang kondisi calon sama-sama di bawah umur. Pasal

1%8 pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
Dispensasi kawin.
159 Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
Dispensasi kawin.
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7 mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak
maka perkara diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Pasal 8 mengatur

bahwa jika calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, maka perkara

o
“
il
g
7
¢

A
'@'
{

1974. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
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perselisihan  mengenai  penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pembatalan perkawinan yaitu'® :
a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
b) Suami atau isteri;

c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

160 pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
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d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

dilan Agama Bangkinang

dalam ‘ ‘“‘““‘ .'PJ‘ erkara  nomor

Agama BanogKinangyti dalamigpel & terlibatan kedua
orang tua yame [CEra pifpenulis amati dari
materi permbhg sampaikepa 3 ari@pemeriksaan awal

sampai pe

surat keterangan ghaib juga tidak diperfimbangkan oleh hakim.
Penulis juga tidak menemukan dalam dokumen permohonan maupun
dokumen perkara lainnya seperti penetapan (yang menguraikan semua tahapan

pemeriksaan perkara) terkait dengan alasan mengapa ayah tidak diikutsertakan dalam

161 Husnimar (Hakim), wawancara tanggal 6 Juli 2021
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pengajuan perkara. Satu-satunya dokumen yang terkait dengan tidak dilibatkannya
ayah dalam pengajuan perkara adalah surat keterangan ghaib sebagai alat bukti dan

itu hanya sekedar dimuat saja sebagai alat bukti tanpa didalami lagi kepada Pemohon

dan saksi dan jug inbangkan_ole
Sl 1SS o)

panitera , iUy da 3 hal ini ayah,

 pertimbangan hukum.

Secara Ji 0 @ nas PTSP dan

orang tua tela erai 03 ] 2 memenuhi aspek
aspek huku S sederhana 1 Uk nyatakan tidak dapat

diterima atd \[ ankelijke Verklaard) ks el pihak. Sekalipun

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa

berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain*¢:

162 Suyatmi (Pemohon) wawancara tanggal 8 Juli 2021
163 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
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a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak

memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

atau plurium litis

b. Salah sasaran pihak yang diguga

c. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

164 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 811
185 Ibid, him. 111
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang
pihak atau disebut dengan plurium litis consortium merupakan salah satu bentuk

gugatan yang error in persona dan kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in

persona.

ermohonan perkara

dispensasi dt.| : perkara  nomor

sama-sama di bawah umur diatur dalam Pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019. Pasal
8 menyebutkan bahwa jika calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur,
maka perkara diajukan ke Pengadilan yang sama. Apa yang disebutkan dalam

Pasal 8 Perma 5 Tahun 2019 tidak tegas menyebutkan apakah perkara tersebut

diajukan dalam satu perkara atau dua perkara.
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Sebelum lahirnya Perma Nomor 5 tahun 2019, aturan yang dirujuk dalam
pengajuan perkara dispensasi nikah adalah Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas

Dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam buku Il disebutkan bahwa pengajuan

perkara dlsp Y ' gempelai pria dan calon

SVt 'o‘

Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
terdapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2),

166 Ditjen Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Jakarta, Badilag, 2014, h. 138
167 pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
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yang bunyi perumusannya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “‘sederhana”
adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang

efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat

pdllaya ringan bukan
hanya sek bera L an. Bukan berarti
pemeriksaanipe lilak erti ban be [ gihikian maknanya,

asas ini bukap#h jua e ' im untu meriksa dan memutus

prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan
konkret dan pelaksanaan hukum?”.'®® Apabila dalam sistem hukum terjadi
pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut.

Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-

168 Marwan Mas, Pengantar IImu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, him. 95
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undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar
yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.

Dengan demikian dalam konteks pengajuan perkara dispensasi kawin dengan

atau mengabt Lk z g e diatur dalam pasal
7 ayat ()W a r 16 Slljelasannya dimana
ditentukan Dalwe t mengabulk : sasi kawin setelah

melihat adany@a alas: ende 3 allyang dikategorikan

mempertimbangkan:
a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan

lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan

b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
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Oleh karena tidak diatur secara rinci mengenai alasan mendesak ini baik pada
undang-undang maupun perma, maka ini memberikan kesempatan kepada hakim

dengan kemandiriannya untuk menilai apakah alasan yang diajukan Pemohon

dispensasi kawi dengan melihat kondisi

‘ ‘“‘!“ .'6 @ melihat fakta

mengabulka ‘ A C ¢ ‘ mendatang
kemudhara NG : a 3 epanjang hakim bisa

meyakini bahwa*alasan diajukannya pe ' ¢ n ini karena alasan

mendesak, ashaki onga . afhakim tidak melihat

itu, sehingga daripada anak melakukan hal-hal yang buruk maka lebih baik majelis
hakim mengabulkan permohonannya
Hal yang disebutkan diatas diluar dari ketentuan pengajuan perkara, artinya

setelah ketentuan pengajuan perkara itu terpenuhi, maka berikutnya yang menjadi

pertimbangan hakim itu adalah mengenai alasan mendesak atau tidak. Tetapi apabila
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administrasi tentang pengajuan perkara dispensasi kawin tidak terpenuhi, maka hakim
tidak akan mengabulkan permohonan tersebut, karena secara formil permohonan ini

tidak memenuhi syarat sehingga secara materil tidak akan dipertimbangkan lagi.

gendasar yang menjadi

““ .’G < menikah, hal

8
s
S
©
S
>
=~

S
=
)

dimohonka
maupun adz
anak ini di

ditolak oleh

AN \!\\ -_

-~
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

aan Pengajuan Perkara

N ‘!F\‘ ‘ .ﬁg win 2019 (Studi

tidak dapat diterima (NO) karena tidak diiikut sertakannya salah satu pihak
yakni suami. Serta pada pengajuan perkara dalam hal calon suami dan calon
istri sama-sama di bawah umur menjadi dua perkara tidak memenubhi
substansi keadilan yakni menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan.
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B. SARAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

inang membuat

stiami dan calon istri
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DAFTAR HASIL WAWANCARA

Pewawancara : ATIKA SALSABILA

Narasumber BA Bangkinang
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in di PA Bangkinang

g mendapatkan SKUM secara elektronik oleh
aplikasi e-Court yang sudah dihitung berdasarkan
Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan
dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya
Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah
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Bagaimana kelengkapa
administrasi yang diajukan
pemohon, apakah telah sesuai
dengan PERMA No 5 tahun
2019?

diperhitungkan sedemikian rupa. Setelah mendapatkan
Taksiran Panjar atau e-SKUM, Pengguna Terdaftar
akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual
Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran

ah tersebut ghaib
ib yang dikeluarkan

a yang masuk dibuatkan list daftar
persyaratan administrasi masing-masing, hal ini
bertujuan untuk mempermudah petugas guna

pengecekan persyaratan yang ada.
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B. Panitera Pengadilan Agama Bangkinang (Senin, 5 Juli 2021)

No

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana pengajuan perkara
dispensasi kawyi di PA

1

2
para pihak yang mendaftarka
perkara secara e-court?

3

N
Bagaimana tata cara pemmamol & ‘
k

Seluruh perkara Dispensasi Kawin yang diajukan

di PA Bangkinamg, ini sudah melalui e-court.

ui aplikasi e-court,
elakukan registrasi
as perkara kepada

juk hakim tunggal

Nangg ar kepada  Pengguna  Terdaftar

n dilakukan secara elektronik yang
dikirimkan ke alamat domisili elektronik
pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak
tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan
dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada
persidangan yang pertama akan diminta

persetujuan apakah setuju dipanggilan secara
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sesuali

perma

Dalam

seperti

~HLAEY

N

mengapa tidak dikumula

jadi satu perkara?

elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak
tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai
dengan domisili elektronik yang diberikan dan
apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara

manual sepe

masing, hal ini

petugas guna

tersebut  ayahnya

tanya dibawah umur, bisa diajukan dalam satu
perkara saja”, namun di dalam pasal 8 Perma
Nomor 5 tahun 2019 tidak diatur secara tegas
apakah perkara tersebut diajukan dalam satu

perkara atau dipisah dalam 2 perkara.
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C. Hakim yang Menyidangkan Dispensasi Kawin di PA Bangkinang (Selasa, 6 Juli

2021)

No

Pertanyaan

Jawaban

1
2
Dalam hal orang tua bercerai
seperti perkara No 169 dan No 81,
3 mengapa ayah tidak menjadi

pemohon?

Bagaimana pengajuan perkara

Sejauh ini PAgBangkinang menerima pengajuan

k Pemohon tentang
dini  terhadap

pendidikan, belum

ganda) dan trauma

ika ditemukan perkara yang pemohonnya hanya
satu orang, maka besar kemungkinan pihak
satunya lagi adalah ghoib yang tidak diketahui
keberadaannya. Biasanya bisa dibuktikan dengan

adanya surat keterangan ghaib dari Kepala Desa.
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(Jika jawaban nomor 3 karena | Memang di dalam posita perkara nomor 81 tidak
ayahnya ghaib), darimana hakim | dijelaskan pada dalil bahwa suami pemohon
tau bahwa ayah tersebut ghaib | ghaib, namun hakim telah memeriksa lampiran
sedangkan dalam perkara nomor | surat keterangan ghaib mengenai hal tersebut.

ohonan perkara
a¥belah calon yang
iatur dalam Perma
Bangkinang sudah
g@lnjak PERMA nomor
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D. Pihak Orangtua Yang Mendaftarkan Perkara Dispensasi Kawin di PA Bangkinang

(Rabu dan Kamis, 7&8 Juli 2021)

No

Pertanyaan

Jawaban

1
2
3
Apakah  ada
dilakukan hakim guna menekan
. keinginan saudara untuk

mengajukan Perkara Dispensasi

Kawin ini?

alamat suami saya
ya. Kemudian saya
Ghaib sebagai bukti

angkinang.

m telah memberikan nasihat tentang
pagaimana ketidaksiapan anak jika dinikahkan
dengan umur yang belum mencapai ketentuan UU,
namun saya dan keluarga pihak calon suami anak
tetap ingin melanjutkan perkara ini dan segera

menikahkan anak-anak kami.
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Apakah persyaratan pengajuan
perkara dispensasi kawin yang

ditentukan  olen  Pengadilan

Agama

Bangkinang dapat
Saudara penuhj

A
v

¢

ad; !

Persyaratan yang ditentukan pihak Pengadilan
terkait perkara yang saya ajukan dapat Saya
penuhi seluruhnya.

penuhi untuk
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DOKUMENTASI

Meminta Persetujuan Penelitian kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang (Ibu Fithriati AZ, S.Ag.)
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Wawancara Bersama Hakim yang Menyidangkan Perkara

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

usnimar, S.Ag., M.H.
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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Wawancara Bersama Pegawai PTSP yang Menerima dan Memberi Informasi

Terkait Perkara di Pengadilan Agama Bangkinang
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Wawancara Bersama Panitera yang Memproses Jalur Persidangan

di Pengadilan Agama Bangkinang (Bapak Burhanuddin, S.H., M.H.)
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